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ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah merupakan suatu lembaga yang lahir setelah
berpulimya reformasi untuk membentuk sistem bikameral karena didorong aleh
beragamnys aspirasi dan keinginan masvarakat di daerah vang berancka ragam
kultur dan kebudayaan terstama mengenai otonomi daerah yang sekaligus
membantu kerja DPR RI dalam manyalurkan sspirasi rakyat di selurub wilayah
Indonesia  Dalam pelaksanmanoya DPD BRI memiliki hak inisiatif dalam
mengusulkan dan mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang (RULT) yang
selanjuinya diangkat dan dibicarakan lebih Janjut dengan DPR RI, teruiama dalam
hal vang menyangkut otonomi daerah. Walaupun ada svatu kendala disini vakni
keterbatasan DPD BRI dalam  kewenasgan legislasi yang hanya mengajukan,
membahas, member] perlimbangan serta pengawasan terhadap kebijakan terientu,
Mamun yvang dibahas disini hanyva sebatas hak inisiatit DY BRI dalam mengajukan
rumusan RULT vang berkaitan dengan otonomi daerah beserta pengaturannya agar
tercapai suatu keputusan yang tdak lagi beepihak pada kebijakan nasional dan
cenderung merugikan kepentingan daerah. Permasalahan yang diteliti antara fain;
al, bagaimanakah proses legislasi penyusunan undang-undang oleh DPD, b)
Bagaimana proses pengajuan hasil rumusan RULD oleh DPE ke DPR. ¢} Apakah
harmbatan vang dihadapi oleh DPD dalam pengajuan RUU yang berkaitan dengan
monami dzerah. Penelisian dilakukan densan pendekatan secara Yuridis Nommatif.
Hasil dar romusan masalah adalzh: a) proses legislasi dalam penyusunan undang-
undang oleh DPD adalah rangkaian cara mulai dari tahap penghimpunan,
perundingan dan penyusunan aspirasi masyarakal Ji daerah yang pantinya akan
dirundingkan denpgan DPPR wntuk mepanti sebuah kebijakan sesnal dengan
kehendak masyarakat dan demi kepentingan umum, b} proses pengajuan basil
rumusan BUL oleh DPD ke DPR nantinya akan mengalami sualu proses yung
sulit dan didukung dengan kurangnya peran DPD selama ini karepa dirasa tidak
mampu dalam menyeimbangt peran DPR dalam menjalankan peran di wilayah
kerja perpolitikan Indonesia sehingga perlu adanya peningkatan peran DPD yang
lelah mulai dirintis oleh DPT saat int apar ke depannya rumusan RULT aleh DPD
dapat dengan mudah dibahas dan diputsskan bersama dengan DPR schinggs tdak
ada lagi kinejs DPR vang tertunda dan efektif bikameral pun dapat diwujudkan
gupa mendukung pemenintahan vang baik dan pemerataan pembangunan di setiap
duerah, ¢} dan hambatan besar yang dihadapi DPD sast ini adalah helum adanya
wadah kemunikasi vang baik anfara wakil rakyat dengan rakyat sccara langsung
dan hal ini dapat mengurangi upayva penguatan peran 13PD di daerah. Dan untuk
lebih jelas dan terarahnya kinerja DPD, maka perlu dilakukan, a) mengoptimalkan
mekanisme partisipasi publik schingga keterwakilan rakyat akan makin terasa dan
aspirasi rakvatpun akan mudah dicerna denpan seksama. b) supremasi hukum
dalam tebuh DPD harus dilaksanakan dan dipstubi denpan sungguh-sungeub,
tidak hanya lembaga DPD tapi semua lembapa vang terkait di dalamnya termasuk
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BAB 1

PEMITAIULUAMN

A. Latar Belakang

Datam sistem pemerintaban dan ketatanegaraan didunia, salah satu ahli
tata nepara Montesqieau, menvatakan bahwa dalam suam negara terdapat tiga
lembaps negara yang terpisah yakni Legislatif scbagal pembuat undang-undang,
Eksekutif scbagai pelaksana dan yudikatit sendiri sebagai pengawas dari dua
lernbaga tersebut. DN Republix Indonesia telah ads lembaga legislani yakni
Dewan Perwakilan Rakyal (DPR) vang memiliki fungst legislasi, fungsi angearan,
dan fungsi pengawasan. Dan salab satu fupgst DPR yvang eral kaitanhya dengan
penvaluran aspirasi  rakvat yakel funpsi legislasi, Karena fungsi legislasi yang
dimiliki PR merupakan wujud aspirasi rakyal untuk seterusnya dibahas dan
dimufakati dalam sidang dan ditwangkan kedalam bentuk undang-undang’.

lembaga negara baru yany secara penerapan sudah dibentuk semenjak
Movember 2001 dan clisempumnakan lagi secara praktis pada | Oktober 2004
vakni suaty lembaga yang berfunpsi mepgajukan wsul, ikut dalam pembahasan,
dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi terientu
serfa pengawasan atas pelaksanaan  undang-undang  terientu lerutama vang
berkaitan dengan olonomi daergh sesual dengan kebutuhan negara secara

wewmnya serts membanty pemerintah dalam pemekaran daerah, pengelolazn

P Spepomo, flimy Negara, Balai Pustake, Jakarta, 1995, Hal 4,
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sumber daya alam dan ekonomi, serla perimbangan pusat dan dacrah.dan lembapa
tersebut bernama Dewan perwakilan Daerah (DPDY

DPI} Jahir dengan semangat untuk memperkuat sistim demokrasi di
indonesia, Kekuasaan penvelenggaraan negara vang terpusat di lembaga eksekuotil
selamia beberapa dekade telah menimbulkan disparitas sosial dan ekonomi antars
pemerintah pusal dan pemerintah daerah. Segala keputusan yang terkaitl dengan
kepentinpgan daerah ditentukan oleh pemerintah (pusat). Akibainya, inovasi dan
kreatifitas  dalasm membangun dacrah tak  berkembang dan pada  akhiroya
bergantung penub pada pemerintah (pusat). Dan hal ini telah berlangsung sclama
lebih kurang tigs puleh whun balwa pemusatan dar sistemn pemerintahan hanya
berkembang di pusat tanpa mempertimbangkan aspirasi yang lahir dan
masyarakat i daerah sehingpa tidak ads keseimbangan pembangupan sema
kaordinasi yana baik antara pusat dan daerah’.

Hal ini merupakan kondisi dimana nepara wita yvang berdasarkan pads
demokrast dan penyeimbangan kebijakan pembangunan vang menyeluruh bukan
sesuatu vang musiahil untok dilakukan, oleh Karena it penveimbangan wajib
dilakukan dengan mckanisme representative dacrah  karena kondisi inilab vang
nantinva dapat menghindari adanyva dominasi kebijakan salab satu lembaga dafam
pembuatan perundang-undangan, oleh karena itn perlu adanya pembentukan suatu
wadah untuk menampung aspirasi rakyst yang ada di daerabh dengan melahirkan

lembaga DPD vang dikarapkan dapat meniembatani kepentingan masyarakat dan

! goduran Dari Tielizan Bivitr Susanii dan Tim Peneliti PSHK, Semwve Harer Terwandi, Tekarta,
2007, Hal |, Tkutip dart www parlemen.net, Diakses tanggal 10 November 2067,
' Kelompok DPD di MPR. Dimamike Poiiik Amandemen, 2007, Hal 6.



BAR IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak inisiatif’ P} RI dalam Pembentukan Undang-Undang merupakan

hak DDPD RI dalam merumuskan dan mengajukan suatu RUU yang merupakan

aspirasi masvarakal dacrah dan untuk selanjutnya diserahkan ke DPR RI untuk

dibahas lebik fanjut. berdasarkan tulisan di atas penulis menyimpuikan scbagai

berikur :

L

Hak nistanf DPD Bl terutama yang berkaitan dengan otonomi dasrah
mandapat banyak pesscalan dalam penggunasnnyva, diakui memang
sangat sulit bagl DPD BRI memulai mengajukan imsiabf mavpun ide dar
aspirasi masvarakal karena keterbatasan wewenang DI'D

Hak imisiatif DD RI kurang mendapat perhatian secrius karcnma hak
wasiatil PP RE dipersamakan dengan hak inssiatit DPR ORI ketika
pembahasan bersama Presiden sehingea hak misiatit DPD RI sulis untuk
direalisasikan dengan seksama

Aspirasi masvarakat dacrah kurang lersalurkan karena kurangnya wadah
komunikasi vang efekdf di daerah uvntuk sarana konsultasi, diskuoss
pubtik dan pertemuan para wakil dacrah sebelum diggukan dan dibahas
lebih lanjut di PR RI

Banyaknva ketentwan  perundang-undanpan  vang didak  memberikan
kewenangan vang sama dengan DPR BRI dan undang-undang vang tidak

sesual lagl dengan tuntutan peran DPD BRI kedepannya walaupun DP
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